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ABSTRAK 

Di era globalisasi ini, unsur-unsur internasional dalam kepailitan atau kebangkrutan 

sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kegiatan para pelaku usaha tidak hanya 

berdomisili pada 1 (satu) negara saja, tetapi tidak terbatas untuk kelangsungan serta 

perkembangan usahanya. Tatkala mana kegiatan pelaku usaha ini tidak terbatas 

pada hanya satu negara, perlu diimbangi dengan pengaturan-pengaturan terkait 

hukum keperdataannya, tidak terkecuali niaga atau komersial yang mampu 

mengakomodir pada negara di mana subjek hukum menjalankan usahanya serta 

mengakomodir apabila kegiatan tersebut terjadi lintas negara. Penelitian dalam 

jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana acuan dalam 

penulisan saya adalah perundang-undangan negara Indonesia dan Korea Selatan 

yakni, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dan the Debtor Rehabilitation and Bankruptcy 

Act (the DRBA). Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

perbandingan, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Dari 

penulisan ini dapat disimpulkan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam 

perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses kepailitan lintas batas negara, yang 

mana Indonesia belum dapat mengakomodir kepentingan dari kreditur sehingga 

perlu adanya payung hukum terbaru untuk melindungi hak-hak dari para kreditur 

dalam perkara kepailitan lintas batas, serta Korea Selatan yang telah melakukan 

berbagai pembaharuan pengaturan dengan adanya pengakuan, court-to-court 

coordination, serta melakukan nota kesepahaman dengan pengadilan negara asing 

lain. 

 

Kata Kunci: Perbandingan, Prinsip Teritorial, Prinsip Modified Universalism. 

 

 


